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Abstract

Almost all criminal law experts and criminologists say that the crime of terrorism is an extraordinary crime and the judicial process is different from ordinary crimes. Due to the extraordinary nature of this crime, almost all countries use special laws to deal with criminal acts of terrorism. The criminal act of terrorism is an extraordinary crime which is not easy to disclose, besides that terrorism is one of the crimes that has penetrated the territorial boundaries of a country and is a crime of violating human rights (extra ordinary crime). However, in eradicating criminal acts of terrorism, law enforcement officers must uphold human rights. Terror suspects or suspects are human beings who have human rights that we must respect. This means that they must also be treated like other human beings, whose rights as human beings must be fulfilled.
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Abstrak
Keseluruhan dari ahli hukum pidana, memaparkan jika tindak pidana terorisme ialah extra ordinary crime dengan peradilan berbeda dengan biasanya. Dikarenakan sifat dengan hampir semua negara memakai regulasi khusus dalam penanggulangan pidana. Tindak pidana terorisme ialah kejahatan luar biasa, mengungkapnya pun tidaklah mudah, terorisme merupakan kejahatan dengan menembus batas teriorial negara. Akan tetapi, pemberantasan tindak pidanan ini dari HAM. Tersangka ataupun yang diduga adalah manusia yang mempunyai Hak Asasi, sebagai manusia dengan arti mereka juga harus diperlakukan yang layak dengan manusia lainnya yang mempunyai hak sebagai manusia juga. 
Kata Kunci : Hak Terdakwa Korban, Salah Tangkap, Terorisme
A. PENDAHULUAN

Terorisme ialah isu yang umum dari kebijakan politik, negara di dunia. Menjadi tolak ukur, anggapan dan pemerangan terorisme ini dengan musuh internasional. Pembunuhan massal dengan persatuan dari dunia untuk melawannya. PBB dengan menyerukan semua negara dalam penindakan, penyelesaiana dengan kecaman yang hendak menjadi rancangan terorisme (Abdul Wahid, 2004).
Keseluruhan ahli hukum pidana, dengan tindak pidana terorisme ini dengan mengadili pembeda dengan tindak pidana biasa. Dikarenakan sikap dengan keseluruhan orang memakai regulasi khusus ini. Namun, Kent Roach (Kanada), Adnan Buyung Nasution serta beberapa ahli hukumnya, melakukan koalisi masyarakat sipil. (Nainggolan, 2012).
Tindak pidana terorisme ialah kejahatan luar biasa, dengan mengungkapkannya pun tidak mudah, dengan batasan suatu negara ialah kejahatan dengan pelanggaran HAM. Akan tetapi, pemberantasan tindak pidana ini, mempunyai Hak Asasi dengan harus dihargai, dengan pengertian yang layak dengan hak manusia. (Abdul Wahid, 2004).
Indonesia menjadi negara dengan konsep negara dari Pasal 1 ayat 3, dengan pengakuan HAM. Pengakuan itu dengan pernyataan dalam dasar hukum yang diberlakukan di Indonesia (El-Muhtaj, 2009).
Perlindungan pada hak tersangka, dakwaan dengan regulasi dari UU Nomor 15 Tahun 2003 mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme, Bab V dengan Pasal 25 memaparkan jika penyidikan, penuntut dan memeriksa di pengadilan perkara terorisme, dilangsungkan berdasar dari hukum KUHAP (Undang Undang Nomor 15, 2003).
Jaminan perlindungan HAM bagi warga negara, denan dinamika kehidpan ialah yang wajib bagi negara, dalam penyelesaian tugas dengan hukum. Pasal mengenai HAM menyebutkan:

“Hak,  untuk berkehidupan, hak untuk tidak disiksa, bebas secara personal, pemikiran dan hati nurani, beragama, tidak memperbudak dan pengakuan berhadapan dengan hak manusia oleh siapapun” (Undang Undang Nomor 39, 1999).
HAM dengan pandangan yang mendasar, fundamental dan krusial. Dikarenakan hal tersebut, HAM ialah kekuasaan dengan keamanan yang dipunyai secara personal. HAM itu sendiri merupakan media hak yang lekat dari mahluk tuhan ialah anugerah yang wajib dihormati. (Aswanto, 2009).
Hak tersangka dengan anggapan teroris, dijaminkan dengan regulasi. HAM dengan penentu hak ialah yang khusus dengan tak bisa diganggu, hak ini terkhusus dengan menunaikan suatu hal yang lain (Rover, C. d, 2000).
1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah penulis bahas sebagai berikut : 1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap terdakwa dan korban salah tangkap dalam sistem peradilan pidana? dan 2) Bagaimana pelaksanaan jaminan perlindungan terhadap terdakwa dan korban salah tangkap pelaku tindak pidana terorisme?.
2. Metode Penelitian

Metode penulisan yang akan dipakai dari kajian yaitu yuridis normative (Hilman Hadikusuma, 2005). Dengan melakukan metode tersebut, penulis akan melakukan analisa, penulis bahas yaitu jaminan perlindungan diri dari tersangka terorisme. 
B. PEMBAHASAN I
Perlindungan dari hak tersangka, berdasar kepada regulasi mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme, dengan penyebutan jika penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan, perkara tindak pidana berdasar pada hukum KUHAP (El-Muhtaj, 2009).
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 mempergunakan hukum dengan memakai hukum terkhusus dengan teori, dakwaan dan batasan ham dari Pasal pasal dengan penangkapan, penyidik dalam seminggu. Penahana tersangkanya dengan kepentingan penyidik, penuntut umum dan kewenangan enam bulan, dengan aturan dari Pasal 36, yang semestinya, seimbang. (Suharto dan Jonaedi Efendi, 2006).
Jika dipahami, pasal yang mengaturnya mengenai hak tersangka dari Pasal 19, dengan hak tersangka dengan usia dan penjatuhan hukuman, dengan penyebutan waktu penahanan dari enal bulan, dari Pasal 20 hingga 25 dengan kepentingan penyidik.                                                         
Beralaskan hal itu, kita konsisten untuk penyidk, penuntut umum dan kewenangan kepolisian, penyidik dengan maksud rangkaian dan cara pengaturan dari regulasi dan pencarian bukti dengan penemuan tersangka (Pasal 1 angka 2 KUHAP) (KUHP). Kewenangan yang dipunyai oleh penuntut umum yaitu dengan pelimpahan perkara pidana pada pengadilan negeri, dengan hakim pengadilan (Pasal 1 angka 7 KUHAP), jika penyidik dengan wewenang penahanan, dengan yang muncul pada tafsir dua bulan dan tnaggung jawab wewenang penyidik dengan penahananya. (Suharto dan Jonaedi Efendi, 2006).
Hak tersangka, dengan pemberian pemaparan bebas, dengan hak tersangka dengan pemilihan yang terkait dengan penasihat hukum, dari KUHAP yang dibutuhkan untuk perlindungan dan jaminan hak tersangkanya, dengan pelanggaran yang tak jelas. 
Ketentuan Pasal 54 KUHAP memaparkan, jika guna kepentingan pembelaan tersangka, terdakwa dengan hak dan bantuan hukum dengan seseorang tiap bulan dengan memeriksa dengan penetuan undangundang. Kemudian Pasal 55 KUHAP menentukan jika terdakwanya memiliki hak untuk menasihatkan hukum dengan pemilihan pengunjungan (Aswanto, 2009).
Beralaskan dari ketentuan tersebut, pembuat undang-undang, ingin melakukan penjaminan dengan memeriksa perlindungan dan ancaman fisik ataupun psikisnya. Pasal pasal KUHAP dengan tidak mungkin dalam dua puluh empat jam, dengan dakwaan dan pendampiangan, ancaman fisik ini dengan pelaporan pada penyampaian surat (Pasal 62 ayat (2) KUHAP) (Aswanto, 2009). Ketika laporan dengan lisan, penyidik berhak mendengar (Pasal 71 yat (2) mengawasi pembicaraan tersebut.
Beralaskan hal itu, ketentuan tentang pemeriksaan wajib, dengan penambahan ketentuan dengan yang diharuskan. Seharusnya dengan Pasal 114, dengan penyebutan pidana mulanya dengan pemberitahuan dari Pasal 56, dengan sangkaan dan berhan penggabungannya (Andi Hamzah, 2008).
Hal rehabilitasi, ketentuan Pasal 37, dengan memiliki maksud yang sempit, dari KUHAP, dikarenakan hak rehabilitas ini dengan penunjukan seseorang yang diputuskan lepas dari tuntutan hukum yang diusahakan. 
Proses mengajukan rehab dilakukan korban pada HAM. Ketentuang itu dengan Pasal 37 dengan penentuan rehabilitasi, dengan pencantuman  putusan dan HAM. Jika yang dimaksudkan tuntutan HAM kemudian dengan maksud yang terkait, memulihkan fisik, psikisnya ataupun ketepatan yang terkai dengan pembiayaan korban (Pasal 38 ayat (1) UU Nomor 15 tahun 2003 (Aswanto, 2009).
Beralaskan ketentuan tentang rehab, dan hak lain dari pemulihan fisik, perbaikan dari hak terdakwa, dengan berdampak pada aturan yang dperlukan dan dipaparkan tersebut (Aswanto, 2009).
Jikalaupun kita sudah mempunyai baik regulasi yang dikaitkan dengan hak tersangka, terdakwa, pelanggaran dan kerap berdasar dari instrumen dan kaitan HAM, rangkaian hak dan kebebasan dan penyiksaan hukum dari martabat, hak dan perlakuan yang ada. Hak untuk bebas dari kesewenangan, dengan pemikiran dan keyakainan, agama dan ekspetasi dari diskriminasilasi keadaan darurat (Alston, Philip, 2008).
Kasus lainnya bisa diperhatikan dari hasil kerja aparat, represif memberantas terorisme, denga prinsip HAM. Usul BIN denan penangkapan seseorang yang dicurigai dengan dukungan dari BIN ini diketahui dengan landasan hukumnya. Seperti, penangkapan dan menyerahkan diri pada Amerika Serika, pada kepala BIN dengan bekerja oprimal ataupun lebih. 
Tindakan penangkapan dari Al Farouk ini dengan hukum pindana tentang perlingdungan hak tersangka. Penangkapan bukan dari kelembagaan namun memberitahu keluarga, lokasi penahanan dan pengacara. HAM dengan dakwaan yang menimpa dengan ada memberi tahun dan menyebutkan:                                                   

 “Tersangkanya ataupun dakwaannya denan pengenaan penahanan dan pemberitahuan dari dirinya keseluruh tingkat dalam memeriksa, memproses keluarga atau orang lan yang serumah dengan keperluan bantuan hukum dan penjaminannya.”
C. PEMBAHASAN II

Institusi Kepolisian, salah satunya Densus 88, dengan pemberantasan terorisme pada HAM. Pasal 2 ini dengan penegasan pemberantasan dengan kebijakan ataupun langkahlangkan yang menjadi penguatan dna tetap tingginya hukum. 
Rangka perolehan hal itu, acuan yang menjadi dasar dibutuhkan HAM, memberantas terorisme. Aturan itu dengan implementasi dan standarisasi rambu densus 88 (Peraturan Kapolri Nomor 8, 2009).
Pasal 2 ayat (2) Peraturan Kapolri dengan penyebutan:

1. 
penjaminan dari apa yang dipahami dari HAM;

2. kepastian dalam merubah prinsip, standarisasi pola pikir, sikap dan dasarnya;

3.
sikap untuk menerapkan prinsip, dengan standarisasi HAM dari pelaksanaan tugas dengan penindakannya; dan

4. 
menjadi acuan dengan rumusan yang ada (Peraturan Kapolri Nomor 8, 2009).

Pada Pasal 3 penegasan:

1. 
melindungi;

2. 
lekat pada manusia;

3. 
memiliki keterkaitan;

4. 
tak dapat dipisah;

5. 
tak ada pembagian;

6. 
umum;

7. 
fundamentalnya;

8. 
keadilannya;

9. 
kesetaraannya;

10. 
kebebasannya;

11. 
non-diskriminasii
12.
perlakuan terkhusus dari kelompok yang memerlukan. 
Maksud dari aturan Kapolri, dengan komitmen untuk penjaminan pemahaman HAM dari keanggotaan, dengan kemampuan penerapan dari kedua belas prinsip dengan melindungi HAM Polri. 
Aturan Kapolri, dengan penjabaran konsep dasar melindungi HAM Nasional dengan hal yang mendasar dari pembagian dan tekrutmen, pendidkan dan melatih atuapun pembinaan. 
Pembagian yang krusial dengan standarisasi anggota, dengan penegakan hukum yang tidak jauh dari standarisasinya. Perilaku tindakan ini sesuai dengan:

1. Penyidikannya
2. pemanggilannya 
3. bertindak untuk menangkap
4. penahananya
5. pemeriksaannya
6. TKP
7. tindakan penggeledahan orang atau tempat/rumah

8. tindakan penyitaan barang bukti (Peraturan Kapolri Nomor 8, 2009).

Ketentuan yang menjadi standarisasi kepolisian ini dengan tahap penyidikan, telah mengatur dengan teknis yang wajib dengan larangan dan lainnya yang harus dihindarkan. 
Tersangkanya dengan Peraturan Kapolri pada Bab IV, yaitu :

1. 
Prinsip praduga tak bersalah, memahami prinsip ini yang krusial dengan densus 88, menghilangkan nyawa bertentangan dengan prinsip. Wewenang keadaan dengan menila pertimbangan dan tanggungjawabnya.

2. 
Hak tersangka, banyaknya hak tersangka dilakukan pengaturan dengan proses hukum dengan anggota kepolisian, dengan pelaporan hak.

3. 
Hak untuk diadili secara adil, dengan jaminan indepedensi, dengan melayani dengan keadilan. 
4. 
Penghormatan martabat dan privasi seseorang, investigasi yang diwajibkan dengan perhatian dan privasi, utama sekali dengan korespodensi tersangkanya. (KUHAP; KUHP).

Pada Bab V, Peraturan Kapolri pengaturan tentang tugas, memelihara keamanan dan ketertiban HAM. Pemberantasan ialah menjadi bagian dengan khusus dari Densus 88. 
Tiap petugas polri memaka kekuatan untuk hal:

1. 
penindakan dengan cara kekesaran dulu;

2. 
penerapan jika diperlukan;

3. 
penerapan penegakan hukumnya;

4. 
tanpa kecuali dengan alasan dibolehkan;

5. 
memakai kekuatan senjata dengan imbanginya; 

6. 
penggunaannya dengan batasan dalam menerapkan;
7.
harus dengan batasan pemakaian senjata; dan

8. 
kerusakan dan luka berdampak (Peraturan Kapolri Nomor 8, 2009).

Tugas dengan petugas polri:

1.
pelatihan dan terampil memakai beragam kekuatan, media dan penerapan.

2.
mengenai penggunaan teknik dan lainnya. 
Penggunaan senjata api, dengan keadaan:

1.  
kondisi luar biasa;

2.  
pembelaan diri dari hal yang mengancam;

3. 
pembelaan orang dari ancaman kematian;

4.  
pencegahan hal jahat dengan mengentikan orang terkait;

5.  
menahan, mencegah  dengan apa yang dlakukan 

6. 
penyelesaian keadaan dengan step stepnya. 
Penggunaan senjata api juga harus memedomani acuan:

1. 
pemahaman prinsipnya.

2. 
mempergunakan senjata api, cara:

a. 
penyebutan diri dari petugas;

b. 
memberikan peringan dengan jelas dan tegas;

c.   memberi waktu yang cukup agar peringatan dipatuhi (Peraturan Kapolri Nomor 8, 2009).

Kondisi mendesak dengan menunda waktu perkiraan disekitar yang dilangsungkan.

Setelah melangsungkan diwajibkan:

1. pertanggungjawaban pemakaiannya;

2. 
bantuan medis dari keluarga;

3. 
memberitahukannya pada keluarga
4. 
pembuatan laporan rinci.
Pihak yang merasa berat, berdampak maka:

1. 
diwajibkan menejlaskan dengan rinci alasan dari tindakan itu;

2. 
kewenangan yang diwajibkan; dan

3. 
melangsungkan penyidikan (Setiono, 2004).

Penjaminan implementasi ini dengan pengawasan, diwajibkan:

1.
melangsungkan pengawasan, menerapkan HAM.;

2. 
pemberian penilaian; 

3. 
penindakan yang jadi koreksi HAM
4. 
penjatuhan sanksi pada anggota polri.

Peningkatan efektivitas mengawasi HAM dengan lingkungan kelembagaan 
1. 
diharuskan dnegan batasana
2. 
rusak ataupun luka pemakaian.

Dalam melaksanakan tugasnya, semua petugas Polri harus :

1. 
dilatih tentang yang terampil dengan beragam kekuatan.

2. 
pelatihan pemakaian (Peraturan Kapolri Nomor 8, 2009).

Kemudian penggunaanya dipakai jika benar dengan tujuan dan keadaan:

1. 
kondisi yang luar biasa;

2. 
pembelaan diri;

3. 
pembelaan orang lain;

4. 
mencegah dengan pengancaman jiwa;

5. 
menahan, mencegah dengan menghentikan
6. 
penanganan dengan langkah mumpuni. 
Penggunaan senjata apijuga dengan acuan:

1. 
petugas paham prinsip legalnya.

2. 
sebelum memakai senjata api, petugas memberi peringatan:

a.  
penyebutan diri;

b. memperingati;

c.  
pemberian waktu.

3.
Kondisi mendesak, dengan menunda waktu perkiraan (Peraturan Kapolri Nomor 8, 2009).

Pasca tindakan, diwajibkan:

1.  tanggungjawab pengguna senjata;

2.  bantuan medis tiap orang;

3. 
pemberitahuan pada keluarga; dan

4.  
laporan yang detil.

Pihak yang merasa dirugikan, berdampak dengan pemaknaan:

1. 
petugas diwajibkan untuk menjelaskan dengan rinci mengenai alasan tindakan;

2. 
pejabat dengan kewenangannya dengan memaparkan jelas apa yang menajdi kerugian; dan

3. 
tindakan melangsungkan penyidikan sesuai regulasi. 
Dalam rangka menjamin implementasi code of conduct dengan mengawasi patuh, polri diwajibkan:

1.
mengawasi penerapan HAM;

2.  
menilai anggota penerapan prinsip HAM;

3.  
penindakan, hubungana anggota dan prinsipnya; dan

4. 
penjatuhan hukuman (Abdul Wahid, 2004).

Peningaktan efektivitas HAM lingkungan tugas polri, dengan swadaya masyarakat. Tindak pidana HAM ini dilakukan anggota polri, dengan disesuaikan dengan aturan. Adanya sosialisasi, dengan Densus88, dengan penyertaan hasil kerja terosme dengan HAM
 (Abdul Wahid, 2004).

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

a. Perlindungan hak asasi terhadap tersangka tindak pidana pada umumnya dan tersangka terorisme pada khususnya dari sistem peradilan Indonesia, terkhusus hukum nasional, dengan pembagian yang krusial, pembanguna bidang hukum, dengan hukum pidana terorisme. Dengan disesuaikan dari Pancasila mendasi dasar negara dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) ;

b. Implementasi atau pelaksanaan hak asasi manusia khususnya bagi tersangka tindak pidana pada umumnya dan tersangka teorisme pada khususnya dari sistem peradilan pidana, dengan aturan tentang hak tersangka, walaupun belum dengan kejelasan lengkap dalam penjaminan. Namun demikian, tersangkanya perlu pemahaman mengenai tuntutan ataupun laporan. 
2. Saran

a. Untuk memberikan perlindungan terhadap tersangka khususnya tindak pidana terorisme, oleh karena kejahatan terorisme  tergolong transnasional, tindak pidana terorisme ini perlu merujuk penerapan secara internasional, karena standar dalam melakukan penindakan untuk pelaku terorisme berpusat pada standar internasional dan diadopsi pada masing-masing negara sesuai dengan primat hukum nasional ;

b. Dalam implemantasi dan pelaksanaan perlindungan terhadap tersangka terorisme sekalipun tetap diperlukan penghormatan martabat dan privasi seseorang, dalam investigasi wajib memperhatikan penghormatan martabat dan privasi seseorang terutama pada saat melakukan penggeledahan, apalagi sifatnya masih tersangka yang belum tentu benar.
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